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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pemeriksaan visual kendaraan bermotor di UPTD
Pengujian kendaraan Bermotor kota Batam , sebagai berikut :
1. Hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan visual
a) Pemeriksaan visual kendaraan bermotor kurang optimal, masih
kurangnya Kketilitian dalam pemeriksaan tiap komponen kendaraan,
sehingga masih terdapat item pemeriksaan visual yang belum diperiksa.

b) Belum adanya standar operasional prosedur pemeriksaan visual
kendaraan bermotor yang jelas, sehingga perlu disusun nya sebuah
standar operasional prosedur untuk meningkatkan pelayanan pengujian
kendaraan bermotor

c) Alur pemeriksaan visual yang belum jelas sehingga menimbulkan
jumlah antrian kendaraan bermotor di gedung pengujian dan potensi
kecelekaan kerja penguji dikarenakan pemeriksaan visual dilaksanakan
di dalam gedung pengujian kendaraan bermotor.

2. Dalam penyusunan standart operasional prosedur pemeriksaan visual
peneliti berpedoman pada peraturan dan undang-undang
a) Undang undang nomor 22 tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan
b) Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 Kendaraan
¢) PM 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor
d) KM 63 tahun 1993 tentang ambang batas kendaraan bermotor.

3. Standar Operasional Prosedur pemriksaan visual yang telah tersusun sudah
dapat di terapkan menurut penilaian berdasarkan kuisioner yang telah di
bagikan ke 9 responden, penerapan standar operasional prosedur ini
bertujuan untuk meningkatkan hasil pemeriksaan visual yang lebih efektif
dan efisien, mengurangi potensi kecelakaan kerja penguji dan meningkatkan

kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kota

Batam dan mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan visual, peneliti

memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Menerapkan Standart Operasional Prosedur pemeriksaan visual yang telah
dibuat , agar pelaksanaan pemeriksaan visual lebih efektif dan efisien demi
meningkatkat kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

2. Perlu adanya pengawasan dalam penerapan standart operasional prosedur
pemeriksaan visual

3. Pelaksanaan pemeriksaan visual diharapkan dilaksanakan diluar gedung
pengujian untuk mengurangi potensi kecelakaan keraja penguji dan

mengurangi tingkat polusi udara di gedung pengujian.
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